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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan 

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam 

pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan. 

Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam 

mengimplementasikan SPMI di sekolahnya.  Buku ini sangat baik sebagai pegangan bagi  

pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan dalam rangka 

pendampingan sekolah. 

Dengan diluncurkannnya Merdeka Belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah untuk 

mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi 

sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Sekolah penggerak 

memerlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan 

aktif mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua 

stakeholder untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Standar Nasional 

Pendidikan. 

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan 

terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, M.M. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara LPMP Provinsi Papua, 

dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan 

bantuan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini 

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sebagai 

panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu: 

Buku 1   : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan 

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan 

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi 

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses 

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian 

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana 
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Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan 

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan 

Buku 3   : Audit Mutu Satuan Pendidikan 

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka 

menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku 

ini bermanfaat bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai atau 

melampaui SNP di sekolah. 

 

Jayapura, 8 Desember  2020 

Penyusun, 
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KATA SAMBUTAN  

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 

 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana 

Teknis (UPT)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi  

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, 

melaksanakan supervisi satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu 

pendidikan, melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, 

melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu,  

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, serta pelaksanaan 

urusan administrasi. Berdasarkan rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua 

mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal, mengembangkan program, dan 

terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua agar 

mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. Salah satu program yang 

dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 

di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah, bahwa komitmen sekolah  masih rendah 

dalam menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah 

menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen bukti kegiatan yang berhubungan dengan 

pemenuhan 8 SNP melalui pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan yaitu standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana prasasara, standar pengelolaan, dan standar 

pembiayaan. 

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan 

SPMI untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional 

Pendidikan 

      Jayapura, 11 Desember 2020 

      Kepala, 

 

 

      Drs. Adrian Howay, M.M. 

      NIP. 196410111992031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah 

untuk menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik 

dan terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk 

meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber 

daya manusia menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi 

akibat perkembangan terknologi yang begitu pesat saat ini. 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang 

mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya 

peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi 

terkait. Menjaga mutu  pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.  

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu 

pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat 

dan benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan 

rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data sebagai dasar 

merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, 

dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang 

berbasis bukti. Dalam menjalankan siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan 

monitoring dan evaluasi atau audit mutu secara internal dan eksternal.  

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan  di 

tingkat satuan pendidikan mengacu kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar 

Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar 

Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar 
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penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.  

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016 tentang Standar Isi 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.  
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan  

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan 

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 

103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  53 

Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan 

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 

tentang  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan 
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23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Standar Kepala Sekolah 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

29. Peraturan Menteri Pendidikan Naional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah 

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah 

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan 

Dasar Dan Menengah 

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan 

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

88Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler 

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah 

 

C. Tujuan  

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju 

Sekolah Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut: 
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1. Memberikan informasi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal 

dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan 

2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar 

nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan 

3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

rangka pemenuhan standar nasional pendidikan 

4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format yang perlu dibuat oleh 

satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem 

penjaminan mutu pendidikan 

5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka 

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua. 

 

D. Manfaat 

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar 

Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan 

2. Sekolah  memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional 

pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan 

3. Sekolah menyusun  program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

pemenuhan standar nasional pendidikan 

4. Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa 

sekolah telah melakukan sitem penjaminan mutu pendidikan 

5. Terjalinnya sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka 

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua. 

 

 



 

6 

 

BAB II 

ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU  

STANDAR PEMBIAYAAN 

 

A. Acuan Mutu Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan Pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan 

sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu 

tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007, pada 

permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan 

pendidikan dan juga setiap jalur pendidikan, baik jalur umum atau jalur 

berkebutuhan khsusus. 

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya 

personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk 

bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi 

satuan pendidikan meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 

dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, 

asuransi, dan lain sebagainya. 

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya 

bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya 

daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya 

asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya 

praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.  

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
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Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan 

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor 

pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh 

Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, 

pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan 

pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan 

pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

B. Indikator dan Sub Indikator Standar Pembiayaan 

Kode Indikator dan Sub Indikator 

8 Standar Pembiayaan 

8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 

8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 

8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas 

8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu 

8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan  

8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 

8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya 

8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana  

8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan 

 



 

8 

 

BAB III 

PEMENUHAN MUTU 

 STANDAR PEMBIAYAAN 

 

A. Strategi Pemenuhan  Mutu Standar Pembiayaan 

Program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemenuhan 

standar pembiayaan antara lain: 

1. Identifikasi sumber pendapatan sekolah dan kemampuan peserta didik 

 Operasional penyelenggaraan sekolah memerlukan dana yang cukup memadai. 

Sekolah perlu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan berupaya 

untuk melakukan pemenuhannya. Disamping itu, perlu mengidentifikasi pula 

kemampuan siswa sehingga bisa dilakukan subsidi silang antara siswa yang 

orang tuanya mampu dengan siswa yang orang tuanya kurang/tidak mampu.  

 

2. Workshop penyusunan RKAS  

Penyusunan RKAS hendaknya melibatkan perwakilan semua komponen 

internal sekolah dan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah/komite 

sekolah, agar semua unsur sekolah mengetahui komponen pembiayaan, 

keperluan pembiayaan, dan upaya pemenuhan pembiayaan operasional sekolah 

yang bisa dibicarakan bersama.  

  

3. Workshop penyusunan laporan BOS 

Pertanggungjawaban dana BOS juga harus dilaporkan secara transparan, 

penggunaan dana harus diketahui oleh semua pihak yang ada di sekolah, 

penggunan dana sesuai dengan rencana (RAKS) dalam rangka pemenuhan 

SNP, sebelum dilaporkan perlu dikomunikasikan secara internal untuk dibuat 

dalam laporan pertanggungjawaban dengan menghadirkan pengurus komite 

sekolah/ yayasan bagi sekolah swasta. 

 

4. Pemajangan atau publikasi laporan dana BOS 

Perkembangan laporan keuangan meliputi penerimaan dana dan  penggunaan 

dana perlu dilaporkan secara terbuka di lingkungan sekolah, laporan bisa 

dilakukan melalui media yang dimiliki sekolah misalnya papan informasi yang 

bisa di akses oleh semua warga sekolah dan publikasi melalui laman sekolah. 
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B. Prosedur  Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan  

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu standar pembiayaan, satuan 

pendidikan melakukan kegiatan dengan mengacu  pada Prosedur Operasional 

Standar (POS) dan petunjuk kerja sebagai berikut :  

 

 

 

Logo  

Sekolah 

PROSEDUR MUTU No. Dokumen : PM-02H/1 

 

STANDAR PEMBIAYAAN 

No.Revisi : 

Tgl. Berlaku : 

Halaman : 

Disiapkan oleh 

 

 

Tim Pengembang 

Ditinjau Oleh 

 

 

Pengawas Sekolah 

Disetujui Oleh 

 

 

Kepala Sekolah 

 

1. Tujuan 

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan ditujukan untuk melakukan 

penjaminan mutu penyelenggaraan pembiayaan di sekolah dalam rangka 

mencapai Standar Pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar 

Pembiayaan. 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup prosedur standar pembiayaan ini meliputi : 

a. Menganalisis alokasi anggaran dari RKAS; 

b. Menggali dan mengelola sumber dana pemerintah/masyarakat; 

c. Merealisasikan anggaran yang telah direncanakan/tercatat dalam 

pembukuan; 

d. Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan. 

e. Pelaporan. 

 

3. Definisi 

a. Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlangsung selama 

satu tahun. 
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b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen yang 

berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang 

disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk mengatasi 

kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju 

terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

c. Alokasi Anggaran Sekolah 

Alokasi anggaran adalah pembagian biaya barang, jasa yang ada di 

sekolah (biaya investasi, operasinal non personalia, biaya investasi sarana 

prasarana, biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 

modal kerja biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan. 

d. Sosialisasi program sekolah dan pengelolaan dana sumbangan 

pendidikan atau dana  dari masyarakat/pemerintah 

Sosialisasi program sekolah adalah salah satu kegiatan sekolah baik 

secara lisan maupun tertulis dengan tujuan memberikan informasi 

tentang program-program sekolah selama 1 tahun ajaran beserta 

kebutuhan dana untuk melaksanakan program sekolah tersebut. 

e.   Realisasi anggaran yang tercatat dalam pembukuan sekolah 

Pembukuan adalah catatan transaksi keuangan dan realisasi anggaran, 

yang meliputi penerimaan uang, pengeluaran uang yang terjadi di satuan 

pendidikan. Realisasi anggaran meliputi: pengadaan alat tulis, pengadaan 

bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala 

sarana prasarana, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/ perjalanan dinas 

dan konsumsi, kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, dan 

anggaran untuk pelaporan. 

f. Laporan/ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah laporan kegiatan yang 

telah diselesaikan atau sudah dirampungkan. Surat pertanggungjawaban 

tersebut diantaranya kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran, surat 

pernyataan penggunaan dana, surat perjanjian kerjasama, surat pernyataan 

penyelesaian pekerjaan, surat pernyataan penyimpanan dokumen, dan 

surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan realisasi 

penggunaan dana, rincian objek belanja. 
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g. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ 

wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 

pendidikan. 

 

4. Referensi/ DokumenTerkait 

Untuk Perencanaan proses pembelajaran: 

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; 

b. PP nomor 19 tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, diubah yang 

pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diubah 

yang kedua dengan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional 

Pendidikan; 

c. Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar pembiayaan; 

d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah; 

e. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

 

5. Penanggung jawab 

Untuk prosedur pelaksanaan standar pembiayaan: 

a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan 

keuangan; 

b. Tim keuangan sekolah bertanggung jawab terhadap analisis alokasi 

anggaran dari RKAS, pengelolaan dana masyarakat/ pemerintah melalui 

sosialisasi program sekolah, melaksanakan/realisasi anggaran yang 

dibukukan secara tertib, dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

c. Komite Sekolah bertanggung jawab membantu sekolah dalam penggalian 

dana masyarakat dan memantau pengelolaan dana pemerintah/masyarakat.
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6. Diagram Alur Standar Pembiayaan 

 

Pelaksana (Indikator 

Mutu) 

Kegiatan Catatan Mutu 

Bendahara/ Tim 

Keuangan, Kepala 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

1. Form analisis RKAS 

[FM-2H/1] 

 

2. Form analisis alokasi 

dana [FM-2H/2] 

Bendahara/ Tim 

Keuangan, Kepala 

Sekolah, Komite  

 3. Form laporan penggalian 

dana [FM-2H/3] 

 

 

 

Bendahara/ Wakil 

Kepala Sekolah/ Wali 

Kelas/ Guru/ Karyawan 

Komite Sekolah 

 4. Form buku rek bank 

[FM-2H/4] 

5. Form buku kas umum 

[FM-2H/5] 

6. Form buku kas 

pembantu pajak [FM-

2H/ 10] 

7. Bukti penerimaan kas 

[FM-2H/6] 

8. Form  pengeluaran kas 

[FM- 2H/ 7] 
 

Bendahara/ Tim 

Keuangan Kepala 

Sekolah Komite 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Form rekapitulasi 

realisasi penggunaan 

dana tiap jenis 

anggaran [FM-2H/ 14] 

10. Form rekapitulasi 

realisasi penggunaan 

dana BOS [FM-2H/12] 

11. Form Capaian (%) 

Realisasi Anggaran 

berdasarkan RKA 

[FM-2H/11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Analisis RKAS 

Penggalian Sumber 

Dana 

Realisasi 

Anggaran 

Laporan 

Pertanggungjawaba

n 

Selesai 
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7. Uraian Prosedur 

a. Analisis alokasi anggaran didasarkan pada program-program yang sudah 

tercantum dalam RKAS, kemudian dipastikan apakah sudah terdapat alokasi: 

1) biaya investasi; 2) biaya operasi nonpersonalia; 3) biaya investasi sarana 

prasarana; 4) biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; 5) 

modal kerja; 6) biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan; 

b. Penggalian sumber pendanaan untuk pembiayaan program-program sekolah 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyusun proposal pengajuan dana. 

Proposal pengajuan sumber dana yang ditujukan kepada pemerintah (Pusat/ 

daerah), masyarakat, dan orang tua siswa). Kemudian ditanda tangani oleh 

kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip 

Daerah . Sosialisasi juga sebagai upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan sekolah tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan keuangan 

memenuhi persyaratan sistematis, transaparan, efisien, dan akuntabel; 

c. Implementasi program dilaksanakan oleh semua pihak dan yang terlibat dan 

dilakukan monitoring oleh kepala sekolah dan penanggung jawab kegiatan 

supaya hasil kegiatan sesuai tujuan program. Implementasi kegiatan program 

dibuktikan dengan bukti pembukuan dan bukti fisik yang tertib; 

d. Penyusunan laporan dilakukan setelah semua program tahunan selesai 

dilaksanakan dengan melampirkan semua bukti fisik kegiatan. Laporan 

kegiatan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan disahkan 

oleh Kepala Dinas Pendidikan. Bagi sekolah swasta pelaporan kepada yayasan 

dan tembusan kepada dinas pendidikan. 

 

8. Catatan Mutu 

a. Prosedur Analisis Alokasi Anggaran dari RKAS 

● Form analisis alokasi anggaran RKAS [FM-2H/1]. 

● Form analisis alokasi alokasi dana  [FM-2H/2] 

 

b. Prosedur Sosialisasi Untuk Penggalian Dana dan Informasi 

Pengelolaan Sumber Dana Masyarakat/Pemerintah 

● Form Laporan sosialisasi Penggalian Dana  [FM-2H/3]. 
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c. Prosedur Realisasi Anggaran dalam Pembukuan Sekolah 

● Form buku kas bank [FM-2H/4]; 

● Form buka kas umum [FM-2H/5]; 

● Form bukti penerimaan uang [FM-2H/6]; 

● Form kwitansi pengeluaran uang [FM-2H/7]; 

● Form Buku Pembantu Kas [FM-2H/8]; 

● Form Buku Pembantu Bank [FM-2H/9]; 

● Form buku pembantu pajak [FM-2H/10]; 

. 

d. Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 

● Form Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA [FM-2H/11] 

● Form realisasi penggunaan dana BOS [FM-2H/12]; 

● Form Laporan rekapitulasi Penggunaan Dana Bos [FM-2H/13]. 

● Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran [FM-

2H/14] 
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LOGO  

SEKOLAH 

PETUNJUK KERJA Dokumen No.     : PK-02H/01 

 

REALISASI ANGGARAN 

Revisi No  : 

Tanggal Efektif   : 

Halaman             : 

Disiapkan Oleh : 

 

 

Tim Pengembang Dok 

Ditinjau Oleh : 

 

 

Pengawas Sekolah 

Disetujui Oleh     : 

 

 

Kepala Sekolah 
 

I. TUJUAN  : Petunjuk kerja merealisasikan anggaran yang  

dicatat    dalam pembukuan 

II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah 
 

III. PELAKSANA     : Bendahara /Tim keuangan 
 

IV. BAHAN       : Juknis BOS Reguler 

V. URUTAN PEKERJAAN : 

1. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran uang tunai pada buku 

kas umum disertai bukti peneriman/pengeluaran uang yang diberi 

no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas; 

2. Bendahara mencatat penerimaan kas umum sesuai kolom sumber dana; 

3. Bendahara mencatat pengeluaran kas umum sesuai alokasi kegiatan; 

4. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran dana di Bank pada 

buku kas Bank disertai bukti peneriman/pengeluaran uang yang diberi 

no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas Bank; 

5. Bendahara mencatat penerimaan kas Bank sesuai kolom sumber dana; 

6. Bendahara mencatat pengeluaran kas Bank sesuai alokasi kegiatan; 

7. Bendahara mencatat pengelolaan pajak pada buku pembantu pajak sesuai 

form; 

8. Bendahara menyusun rekapitulasi realiasasi penggunaan dana tiap 

jenis anggaran  sesuai form; 

9. Bendahara menyusun rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS sesuai form; 

10. Bendahara menyusun capaian (%) realisasi anggaran berdasarkan RKA sesuai 

form. 
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VI. CATATAN MUTU 

1. Form buku kas bank [FM-2H/4]; 

2. Form buka kas umum [FM-2H/5]; 

3. Form bukti penerimaan uang [FM-2H/6]; 

4. Form kwitansi pengeluaran uang [FM-2H/7]; 

5. Form Buku Pembantu Kas [FM-2H/8]; 

6. Form Buku Pembantu Bank [FM-2H/9]; 

7. Form buku pembantu pajak [FM-2H/10]; 

 

. 
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LOGO 

SEKOLAH 

PETUNJUK KERJA Dokumen No.  : PK-02H/02 

 

LAPORAN KEUANGAN 

Revisi No : 

Tanggal Efektif  : 

Halaman : 

Disiapkan Oleh : 

 

 

Tim Pengembang 

Dok 

Ditinjau Oleh : 

 

 

Pengawas 

Sekolah 

Disetujui Oleh  : 

 

 

Kepala Sekolah 

 

I. TUJUAN :  Petunjuk kerja menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah 
 

III. PELAKSANA : Bendahara /Tim keuangan 

 

VI. URUTAN PEKERJAAN : 

1. Bendahara memastikan prasyarat menyusun laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan berdasarkan Juknis BOS yang berlaku; 

2. Bendahara memastikan realisasi penggunaan dana sudah sesuai dengan 

dokumen RKAS; 

3. Bendahara memastikan semua transaksi keuangan tercatat dalam format-

format sesuai lampiran Juknis BOS; 

4. Bendahara memastikan semua penggunaan dana mengacu pada ketentuan 

penggunaan dana BOS pada Juknis BOS; 

5. Bendahara memastikan semua penggunaan dana engacu pada ketentuan 

tambahan pembiayaan BOS dalam Juknis BOS; 

6. Bendahara memastikan pengelolaan dana didasarkan pada mekanisme belanja 

yang terdapat dalam Juknis BOS. 

 

V. CATATAN MUTU 
 

1. Form Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA [FM-2H/11] 

2. Form realisasi penggunaan dana BOS [FM-2H/12]; 

3. Form Laporan rekapitulasi Penggunaan Dana Bos [FM-2H/13]. 

4. Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran [FM-2H/14]; 



 

18 

 

5. Laporan bantuan pemerintah[FM-2H/15] 

BAB IV 

DOKUMEN FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN 

 

A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan 

Bukti pemenuhan standar pembiayaan di sekolah dapat ditunjukkan dengan 

adanya dokumen sebagai berikut: 

1. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) 

Setiap sekolah wajib memiliki RKAS yang dibuat setiap tahun, RKAS 

diturunkan dari program yang ada dalam RKT dan RKJM sekolah. RKAS 

digunakan sebagai pedoman kegiatan untuk mendukung pemenuhan standar 

nasional pendidikan dengan alokasi pembiayaan dari berbagai sumber yang 

dimiliki oleh sekolah. 

 

2. Laporan penggunaan dana BOS 

Laporan penggunaan dana BOS disesuaikan dengan pedoman petunjuk teknis 

tahun berjalan 

 

3. Buku rekening bank 

Sekolah memiliki nomor rekening bank guna menerima berbagai bantuan dana 

dari pemerintah 

 

4. Buku kas umum 

Buku kas umum berupa isian semua transaksi,yang dilakukan yaitu transaksi 

Bank, Kas, dan Pajak. 

 

5. Buku pembantu kas 

Buku pembantu kas terdiri dari uraian dari sortiran dari BKU yaitu (Kas dan 

Pajak) saja. 

 

6. Buku pembantu bank 

Uraian atau transaksi yang dicatat di Buku Pembantu Bank hanya transaksi yang 

ada di Bank, contohnya saldo Bank, administrasi bank, bunga bank, penyaluran 

dana penarikan dana dll. 
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7. Buku pembantu pajak  

Transaksi yang ada di Buku Pembantu Pajak adalah transaksi berupa, setor 

pajak, titipan pajak, saldo pajak bulan lalu 

 

 

B. Formulir  Standar Pembiayaan   

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

No FM-2H/1 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Contoh Format  

Cover  

Kata Pengantar 

Daftar isi 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar belakang 

B. Visi, Misi, Tujuan sekolah 

BAB II Program, Kegiatan dan Indikator Program 
No Standar Program Kegiatan Indikator Penanggungjawab 

      

      

      

 

BAB III Uraian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

A. Rincian RKAS 
No Kode 

rekening 

Program 

kegiatan 

Uraian Rincian perhitungan Sumber dana 

Volu 

me 

Satuan Harga 

satuan 

Jumlah a B c d 

            

            

B. Rekapitulasi RKAS 
No Kode 

rekening 

Program 

kegiatan 

Uraian Rincian perhitungan Sumber dana 

Volu 

me 

Satuan Harga 

satuan 

Jumlah a B c d 

            

            

 

BAB IV Penutup 
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2. Analisis Alokasi Dana 

No FM-2H/2 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

No Alokasi ada Tidak ada 8 SNP Jumlah Keterangan 

1 Investasi  

1.Pengembangan 

sarana dan prasarana  

2. Pengembangan 

pendidik  

3. Pengembangan 

tenaga kependidikan 

4. Modal kerja 

     

2 Biaya operasi 

nonpersonalia  

1. Alat tulis sekolah 

(ATS)  

2. Bahan dan alat 

habis pakai (BAHP)  

3. Pemeliharaan dan 

perbaikan ringan  

4. Daya dan jasa  

5. Transportasi/ 

perjalanan dinas  

6. Konsumsi  

7. Pembinaan siswa/ 

ekstrakurikuler  

8. Pelaporan 

     

3 Investasi sarana 

prasarana  

1. Prasarana  

2. Sarana 
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3. Laporan Penggalian Sumber Dana 

No FM-2H/3 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

LAPORAN PENGGALIAN SUMBER DANA 

 

JENJANG : …………………………… 

KOTA/KAB :…………………………… 

TAHUN : …………………………… 

 

DAFTAR ISI LAMPIRAN LAPORAN PENGGALIAN DANA  

1. PROPOSAL PENGGALIAN DANA (JIKA ADA)  

2. LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA ORANG TUA SISWA  

3. REKAPITULASI HASIL PENGGALIAN DANA 
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4. Buku Rekening Bank 

No FM-2H/4 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Buku Rekening Bank 

 

Nama Sekolah : …. 

Distrik  :…. 

Kabupaten/Kota : …. 

Provinsi  : …. 

No Nama Bank Nomor Rekening Atas nama rekening 

    

    

    

 

 

5. Contoh Buku kas umum 

No FM-2H/5 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Buku Kas Umum 

Bulan …………. 

Nama Sekolah : …. 

Distrik  :…. 

Kabupaten/Kota : …. 

Provinsi  : …. 
 

No Tanggal Kode 

rekening 

No 

bukti 

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Ket 

         

         

         

         

 

Mengetahui      ……., …………… 

Kepala sekolah ….     Bendahara 

 

…………………..     …………………… 
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6. Bukti Penerimaan Kas 

No FM-2H/6 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

   BUKTI PENERIMAAN KAS 
Diterima dari :…………………………………………. 

Uang sejumlah :…………………………………………. 

Untuk keperluan :…………………………………………. 

   

 Rp………………………   
   ……………………,……………………. 
   

Disetujui oleh  Dibayar oleh Diterima oleh 

………………………  ……………………..... …………………… 

 

 

7. Bukti Pengeluaran Kas 

No FM-2H/7 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

   BUKTI PENGELUARAN KAS 
Diterima dari :…………………………………………. 

Uang sejumlah :…………………………………………. 

Untuk keperluan :…………………………………………. 

   

 Rp………………………   
   ……………………,……………………. 
   

Disetujui oleh  Dibayar oleh Diterima oleh 

………………………  ……………………..... …………………… 
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8. Buku Pembantu Kas 

No FM-2H/8 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Buku Pembantu Kas 

Bulan …………….. 

Nama Sekolah : …. 

Distrik  :…. 

Kabupaten/Kota : …. 

Provinsi  : …. 
 

No Tanggal Kode 

BKU 

No 

bukti 

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Mengetahui      ……., …………… 

Kepala sekolah ….     Bendahara 

 

…………………..     …………………… 
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9. Buku Pembantu Bank 

No FM-2H/9 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Buku Pembantu Bank 

Bulan …………….. 

Nama Sekolah : …. 

Distrik  :…. 

Kabupaten/Kota : …. 

Provinsi  : …. 
 

No Tanggal Kode 

BKU 

No 

bukti 

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Mengetahui      ……., …………… 

Kepala sekolah ….     Bendahara 

 

…………………..     …………………… 
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10. Buku Pembantu Pajak 

No FM-2H/10 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Buku Pembantu Pajak 

Bulan …………….. 

Nama Sekolah : …. 

Distrik  :…. 

Kabupaten/Kota : …. 

Provinsi  : …. 
 

No Tanggal Kode 

BKU 

No 

bukti 

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Mengetahui      ……., …………… 

Kepala sekolah ….     Bendahara 

 

…………………..     …………………… 
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11. Laporan Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA 

No FM-2H/11 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

No  Alokasi Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Persentase % 
   RKA Realisasi Realisasi dari RKA 

1 Biaya pengembangan pendidik dan    

 tenaga kependidikan    
 1. Biaya pendidikan lanjut    

 2. Pelatihan    

 3. Seminar    

 4. Dll    

2 Modal kerja untuk kebutuhan    

 pendidikan    

3 

 

 

Biaya operasional untuk guru dan 

tenaga kependidikan 

1.Gaji pokok 

2.Honor kegiatan 

3.Insentif 

4.Tunjangan lain 

   

4 Biaya operasi nonpersonalia 

1.Alat tulis sekolah (ATS) 

2.Bahan dan alat habis pakai 

(BAHP) 

3.Pemeliharaan dan perbaikan 

ringan 

4.Daya dan jasa 

5.Transportasi/ perjalanan dinas 

6.Pembinaan siswa/ ekstra 

kurikuler 

7.Pelaporan 

   

 

 

 

   Mengetahui Kepala sekolah   Bendara 

 

       ………………………..    …………………. 
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12. Laporan realisasi penggunaan dana BOS 

No FM-2H/12 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Contoh format laporan BOS, atau sesuai petunjuk teknisnya 

 

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS 

PERIODE TANGGAL ........... S/D ....................... Triwulan ........... Tahun ................. 

 

Nama Sekolah  :  

Desa / Kecamatan : 

Kabupaten/Kota : 

Provinsi  : 
 

 

 

N

o 

 

 

Program 

dan 

kegiatan 

Penggunaan dana bos 

Penge

mbang

an 

perpus

takaan 

Kegiata

n 

peneri

maan 

siswa 

baru 

Kegiat

an 

pembel

ajaran 

dan 

ekskul 

siswa 

Kegi

atan 

ulan

gan 

dan 

ujia

n 

Pemb

elian 

baha

n 

habis 

pakai 

Lang

ganan 

daya 

dan 

jasa 

Pera

wata

n 

sekol

ah 

Pemba

yaran 

honor

arium 

PTK 

Peng

emba

ngan 

profe

ssi 

guru 

Mem

bantu 

siswa 

miski

n 

Pembi

ayaan 

pengel

olaan 

BOS 

Pemb

elian 

peran

gkat 

komp

uter 

Bia

ya 

lain

nya 

juml

ah 

1 Pendampin

gan 

kompetensi 

lulusan 

              

2 Pengemban

gan standar 

isi 

              

3 Pengemban

gan standar 

proses 

              

4 Pengemban

gan PTK 

              

5 Pengemban

gan Srpras 

              

6 Pengemban

gan 

pengelolaa

n 

              

7 Pengemban

gan 

pembiayaa

n 

              

8 Pengemban

gan 

implementa

si penilaian 

              

 

   Mengetahui Kepala sekolah   Bendara 

 

       ………………………..    …………………. 
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13. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos 

No FM-2H/13 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS  

   PERIODE:  .................... TAHUN.....   

         

Satuan Pendidikan :       

Alamat :       

Kab/Kota :       

Provinsi :       
         

No Pogram   Penggunaan Dana   

  Pengada 

an alat 

tulis 

Pengada 

an bahan 

dan alat 

habis 

pakai 

Biaya 

pemeliha 

raan 

perbaikan 

secara 

berkala 

sarpras 

Biaya 

daya 

dan 

jasa 

Biaya 

transpor 

tasi 

perjalanan 

dinas dan 

konsumsi 

Pembina 

an siswa 

dan 

ekstrakuri

kuler 

Biaya 

pelapora

n 

         

1 Pengembangan        
 Kompetensi        
 Lulusan        

2 Pengembangan        
 Standar Isi        

3 Pengembangan        
 Standar Proses        

4 Pengembangan        
 dan        
 Implementasi        
 sistem        
 penilaian        

5 Pengembangan        
 Pendidik dan        
 Tendik        

6 Pengembangan        
 sarana        
 prasarana        

7 Pengembangan        
 Standar        
 Pengelolaan        

8 Pengembangan        
 Standar        
 Pembiayaan        
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14. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran 

No FM-2H/14 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN 

 PERIODE:  .................... TAHUN..... 
  

Satuan Pendidikan : 

Alamat : 

Kab/Kota : 

Provinsi   :       

    Penggunaan Dana Per Sumber Dana  

No Uraian Jumlah  Bantuan Operasional Sekolah  Sumber 

 Kegiatan  Rutin Pusat Provinsi Kab/Kota Bantuan Pendapatan 

   (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Lain (Rp) Lainnya 

1 Pengadaan        

 Alat Tulis        

2 Pengadaan        

 Bahan dan        
 Alat Habis        

 Pakai        

3 Biaya        

 Pemeliharaan        

 dan Perbaikan        

 Secara        

 Berkala        
 Sarana        

 Prasarana        

4 Biaya Daya        

 dan Jasa        

5 Biaya        

 Transportasi        

 Perjalanan        

 Dinas dan        

 Konsumsi        

6 Pembinaan        

 Siswa dan        

 Ekstrakurikuler        

7 Biaya        

 Pelaporan        
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15. Laporan Bantuan Pemerintah  

No FM-2H/15 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

Contoh sistematika, atau sesuai petunjuk teknisnya, meliputi 

Cover 

Kata pengantar 

Daftar isi 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar belakang 

B. Tujuan bantuan 

C. Manfaat bantuan 

BAB II Pelaksanaan Kegiatan 

A. Waktu dan tempat 

B. Nara sumber dan peserta 

C. Materi yang dibahas 

BAB III Hasil Kegiatan 

A. …..  

B. ….. 

C. ….. 

BAB IV Penutup 

A. Simpulan 

B. Saran 

Lampiran 

- Bukti hasil kegiatan (produk) 

- Bukti pelaksanaan kegiatan (jadwal, daftar hadir, panduan) 

- Bukti materi kegiatan (power point, format) 

- Bukti pembayaran kegiatan/penggunaan dana 
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16. Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja BOS 

No FM-2H/16 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama           :  

Jabatan         :  

Alamat         : 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1.    Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka 

mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi. 

2.     Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai 

berikut: 

No Waktu Penerimaan (Rp) Penggunaan (Rp) 

1 Semester I 
  

  Semester II 
  

 
Jumlah 

  

3.   Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan /atau dituntut 

ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup 

untuk dipergunakan sebagamana mestinya. 

Jayapura, Desember 2020 

Kepala Sekola 
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17.Berita Acara Pemeriksaan Kas 

 

No FM-2H/17 
  

Revisi  
  

Tanggal  
  

Hal  

 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . .tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . . . . . . . . . . .  yang 

bertandatangan dibawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan surat 

keputusan No.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . . . . . . 

Nama   :  

 Jabatan   : Kepala Sekolah 

Melakukan pemeriksaan kas kepada : 

Nama   :  

Jabatan   : Bendahara BOS 

Yang berdasarkan Surat Keputusan No.  . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal . . . . . . . . . . . . . . . 

ditugaskan dengan pengurusan uang . . . . . . . . . . . . . . . 

Berdasarkan pemeriksaan serta bukti – bukti dalam pengurusan itu, kami menemui 

kenyataan sebagai berikut : 

Jumlah uang yang dihitung dihadapan bendahara/ pemegang kas adalah : 

1.       Uang kertas Bank, uang logam  : Rp  - 

2.       Saldo Bank    : Rp  - 

3.       Surat berharga, dll   : Rp - 

Jumlah      : Rp - 

Saldo uang menurut buku kas Umum  : Rp - 

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku : - 

  

Jayapura, Oktober 2020 

Bendahara      Kepala Sekolah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Prosedur Operasional Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan ditujukan untuk 

melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pembiayaan di sekolah dalam rangka 

mencapai Standar pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional  Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar pembiayaan. 

Dokumen Prosedur operasional Standar dan Dokumen Formulir Standar 

Pembiayaan merupakan salah satu upaya pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan dan  

yang telah dilaksanakan. Prosedur pemenuhan mutu dilakukan dengan berbasis dokumen 

yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah. 
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 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  48  TAHUN  2008 

 
TENTANG PENDANAAN 

PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang       :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), 
Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2),  dan Pasal 49 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan; 

Mengingat        :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan    : PERATURAN    PEMERINTAH    TENTANG    PENDANAAN 

PENDIDIKAN. 
 

BAB I KETENTUAN 
UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Pemerintah  daerah  adalah  Pemerintah  Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. 
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang 

disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola 
pendidikan. 

4.  Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya 
keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan. 

5. Pemangku  kepentingan  pendidikan  adalah  orang, 
kelompok orang, atau organisasi yang memiliki 
kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan. 

6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan. 

 
Pasal 2 

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 
antara     Pemerintah,     pemerintah     daerah,     dan 
masyarakat. 

(2) Masyarakat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
meliputi:

LAMPIRAN 
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 a.  penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 

b.  peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan 
c.  pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan 

huruf  b  yang  mempunyai  perhatian  dan  peranan 
dalam bidang pendidikan. 

 
Pasal 3 

(1) Biaya pendidikan meliputi: 
a.  biaya satuan pendidikan; 
b.  biaya    penyelenggaraan    dan/atau    pengelolaan 

pendidikan; dan 
c.  biaya pribadi peserta didik. 

(2) Biaya  satuan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a.  biaya investasi, yang terdiri atas: 

1.   biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2.   biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b.  biaya operasi, yang terdiri atas: 
1.   biaya personalia; dan 
2.   biaya nonpersonalia. 

c.  bantuan biaya pendidikan; dan 
d.  beasiswa. 

(3) Biaya      penyelenggaraan      dan/atau      pengelolaan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a.  biaya investasi, yang terdiri atas: 

1.    biaya investasi lahan pendidikan; dan 
2.    biaya investasi selain lahan pendidikan. 

b.   biaya operasi, yang terdiri atas: 
1.    biaya personalia; dan 
2.    biaya nonpersonalia. 

(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi: 
a.  biaya  personalia  satuan  pendidikan,  yang  terdiri 

atas: 
1.  gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; 
2.  tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai 

pada satuan pendidikan; 
3.  tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural 

pada satuan pendidikan; 
4.  tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di 

luar guru dan dosen; 
5.  tunjangan  fungsional  atau  subsidi  tunjangan 

fungsional bagi guru dan dosen; 
6.  tunjangan profesi bagi guru dan dosen; 
7.  tunjangan khusus bagi guru dan dosen; 
8.  maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan 
9.  tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki 

jabatan profesor atau guru besar. 
b.  biaya     personalia     penyelenggaraan     dan/atau 

pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas: 
1.   gaji pokok; 
2.   tunjangan yang melekat pada gaji;
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3.   tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural; 
dan 

4.   tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 
 

Pasal 4 
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau 

pemerintah  daerah,  baik  lahan  maupun  selain  lahan, 
yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal 
dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau 
pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas 
dan/atau   kompetensi   sumber   daya   manusia   dan 
investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai 
melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui 
belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pengeluaran    operasi    nonpersonalia    yang    menjadi 
tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah 
dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dapat  mendanai 
investasi  dan/atau  biaya  operasi  satuan  pendidikan 
dalam   bentuk   hibah   atau   bantuan   sosial   sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemerintah  dapat  memberikan  hibah  kepada  daerah atau 
sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan 
hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk 
kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

 
Pasal 6 

Biaya  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3, 
Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab 
Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan 

yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran 
pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan 
perundang- undangan. 
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 BAB II 
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN 
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 

 
Bagian Kesatu 

Biaya Investasi Satuan Pendidikan 
 

Paragraf 1 
Biaya Investasi Lahan Pendidikan 

 
Pasal 7 

(1)  Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(2)  Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran daerah. 

(3) Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun    nonformal,    yang    diselenggarakan    oleh 
Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(4) Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah. 

(5) Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
tinggi   yang   diselenggarakan   oleh   Pemerintah   atas 
inisiatif  Pemerintah  menjadi  tanggung  jawab 
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran 
Pemerintah. 

(6) Pendanaan  biaya  investasi  lahan  satuan  pendidikan 
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah. 

(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai 
dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. 

 
Pasal 8 

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, 
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 
investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah. 

(2) Pemerintah,  pemangku  kepentingan  pendidikan,  dan 
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi
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 lahan     satuan    pendidikan    yang    diselenggarakan 
pemerintah daerah. 

 
Pasal 9 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang 
diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan 
satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah  menjadi  bertaraf  internasional  dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang 
diperlukan  untuk  pemenuhan  rencana  pengembangan 
program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan 
lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang 
dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau 
berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian 
integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang 
diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan 
pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan 
Pasal 10 

(1) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik 
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik 
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah. 

(3) Tanggung   jawab   pendanaan   oleh   Pemerintah   dan 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya 
Standar Nasional Pendidikan. 

 
Pasal 11 

(1) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan   yang   bukan   pelaksana   program   wajib
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 belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung 
jawab bersama Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan   yang   bukan   pelaksana   program   wajib 
belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan   oleh   pemerintah   daerah   menjadi 
tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya dan masyarakat. 

 
Pasal 12 

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, 
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 
investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan Pemerintah. 

(2) Pemerintah,  pemangku  kepentingan  pendidikan,  dan 
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi 
selain lahan untuk satuan pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah. 

 
Pasal 13 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan 
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 
pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah  menjadi  bertaraf  internasional  dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan 
yang diperlukan untuk pemenuhan rencana 
pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan 
lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan 
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal  harus merupakan bagian integral dari 
anggaran  tahunan  satuan  pendidikan  yang  diturunkan 
dari  rencana  kerja  tahunan  yang  merupakan 
pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.
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 Bagian Kedua 
Biaya Investasi Penyelenggaraan  dan/atau 

Pengelolaan Pendidikan 
 

Paragraf 1 
Biaya Investasi Lahan 

 
Pasal 14 

(1) Pendanaan    biaya    investasi    lahan    untuk    kantor 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 
Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan    biaya    investasi    lahan    untuk    kantor 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah  dan  dialokasikan  dalam  anggaran  pemerintah 
daerah. 

 
Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan 
 

Pasal 15 
(1) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  kantor 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 
Pemerintah  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  kantor 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 
pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah   sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah. 

 

 
 

Bagian Ketiga 
Biaya Operasi Satuan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Personalia 
 

Pasal 16 
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya 

personalia  pegawai  negeri  sipil  di  sektor  pendidikan 
meliputi: 
a.  biaya  personalia  satuan  pendidikan,  baik  formal 

maupun nonformal, yang terdiri atas: 
1.   gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; 

2.   tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai 
negeri sipil pusat; 

3.   tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural pada  
satuan  pendidikan  bagi  pegawai  negeri sipil 
pusat; 

4.  tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai  negeri  sipil  pusat  di  
luar  guru  dan dosen; 
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 tunjangan   fungsional   bagi   guru   dan   dosen 
pegawai negeri sipil pusat; 

6.   tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai 
negeri sipil pusat; 

7.   tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil 
daerah; 

8.   tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai 
negeri  sipil  pusat  yang  ditugaskan  di  daerah 
khusus oleh Pemerintah; 

9.   tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil 
daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh 
Pemerintah; 

10. maslahat   tambahan   bagi   guru   dan   dosen 
pegawai negeri sipil pusat; dan 

11. tunjangan   kehormatan   bagi   dosen   pegawai 
negeri   sipil   pusat   yang   memiliki   jabatan 
profesor atau guru besar. 

b.  biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh 
Pemerintah, yang terdiri atas: 
1.   gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; 
2.   tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai 

negeri sipil pusat; 
3.   tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural 

bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan 
dosen; dan 

4.   tunjangan  fungsional  bagi  pejabat  fungsional 
bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan 
dosen. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

 
Pasal 17 

(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya 
personalia   bukan   pegawai   negeri   sipil   di   sektor 
pendidikan meliputi: 
a.  subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang 

ditugaskan oleh Pemerintah atau 
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 

b.  subsidi   tunjangan   fungsional   bagi   guru   tetap 
madrasah  dan  pendidikan  keagamaan  formal  yang 
ditugaskan oleh Pemerintah atau 
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 

c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh 
Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh 
Pemerintah atau   penyelenggara/satuan pendidikan 
yang didirikan masyarakat; 

d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang 
ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah; 

e.  tunjangan   khusus   bagi   guru   atau   dosen   yang 
ditugaskan di daerah khusus oleh 
penyelenggara/satuan   pendidikan   yang   didirikan
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 masyarakat     yang  memperoleh  persetujuan  dari 
Pemerintah; 

f.   tunjangan   kehormatan   bagi   dosen   tetap   yang 
memiliki jabatan profesor atau guru besar yang 
ditugaskan oleh Pemerintah atau 
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 

g.  honorarium bagi guru honor yang ditugaskan  oleh 
Pemerintah; dan 

h.  honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, 
keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat 
atas inisiatif Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. 

 
Pasal 18 

(1) Tanggung     jawab     pemerintah     daerah     terhadap 
pendanaan  biaya  personalia  pegawai  negeri  sipil  di 
sektor pendidikan meliputi: 
a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal 

maupun nonformal, terdiri atas: 
1.   gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; 
2.   tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai 

negeri sipil daerah; 
3.   tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural 

pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil 
daerah; 

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional 
pegawai negeri sipil daerah di luar guru; 

5.   tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri 
sipil daerah; dan 

6.   konsekuensi anggaran dari  maslahat tambahan 
bagi guru pegawai negeri sipil daerah. 

b.  biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan 
pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh 
pemerintah daerah terdiri atas: 
1.   gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah; 
2.   tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai 

negeri sipil daerah; 
3.   tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi 

pegawai  negeri  sipil  daerah  di  luar  guru  dan 
dosen; dan 

4.   tunjangan  fungsional  bagi  pejabat  fungsional 
bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan 
dosen. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada 
ayat   (1)   dialokasikan   dalam   anggaran   pemerintah 
daerah. 

 
Pasal 19 

(1) Tanggung     jawab     pemerintah     daerah     terhadap 
pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil 
di sektor pendidikan meliputi:
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 a.  subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah 
yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau 
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 

b.  honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh 
pemerintah daerah; dan 

c.  honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, 
keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang 
diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat 
atas inisiatif pemerintah daerah. 

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada 
ayat   (1)   dialokasikan   dalam   anggaran   pemerintah 
daerah. 

 
Pasal 20 

(1) Pendanaan  tambahan  di  atas  biaya  personalia  yang 
diperlukan  untuk  pemenuhan  rencana  pengembangan 
satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah  menjadi  bertaraf  internasional  dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan  tambahan  di  atas  biaya  personalia  yang 
diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan 
satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 
bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan 
menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal  harus 
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan 
pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan 
yang  merupakan  pelaksanaan  dari  rencana  strategis 
satuan pendidikan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 
 

Pasal 21 
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 

dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun   nonformal,       yang   diselenggarakan   oleh 
Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
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 (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal,    yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan 
dalam anggaran pemerintah daerah. 

(3) Tangung  jawab  pendanaan  biaya  nonpersonalia  oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan 
sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional 
Pendidikan. 

 
Pasal 22 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun   nonformal,       yang   diselenggarakan   oleh 
Pemerintah  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara 
Pemerintah dan masyarakat. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan 
masyarakat. 

 
Pasal 23 

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, 
dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 
nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang 
diselenggarakan Pemerintah. 

(2) Pemerintah,  pemangku  kepentingan  pendidikan,  dan 
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya 
nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan 
pemerintah daerah. 

(3) Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dapat  membantu 
pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program 
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. 

 
Pasal 24 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang 
diperlukan  untuk  pemenuhan  rencana  pengembangan 
satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan 
Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang 
diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan 
satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan 
pemerintah   daerah   sesuai   kewenangannya   menjadi
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 bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan 
lokal dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  masyarakat; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lain yang sah. 

(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan 
menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal  harus 
merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan 
pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan 
yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 
satuan pendidikan. 

 
Bagian Keempat 

Biaya Operasi Penyelenggaraan  dan/atau 
Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Personalia 
 

Pasal 25 
(1) Pendanaan  biaya  personalia  kantor  penyelenggaraan 

dan/atau   pengelolaan   pendidikan   oleh   Pemerintah 
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan 
dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan  biaya  personalia  kantor  penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah 
daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 
pemerintah daerah. 

 
Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 

 
Pasal 26 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah 
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan 
dalam anggaran Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah 
daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 
sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran 
pemerintah daerah. 

 

 
 

Bagian Kelima 
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa 

 
Pasal 27 

(1) Pemerintah      dan      pemerintah      daerah      sesuai 
kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau
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beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya 
tidak mampu membiayai pendidikannya. 

(2) Pemerintah      dan      pemerintah      daerah      sesuai 
kewenangannya   dapat   memberi   beasiswa   kepada 
peserta didik yang berprestasi. 

 
Pasal 28 

(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya 
pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk 
biaya pribadi peserta didik. 

(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  bantuan 
biaya  pendidikan  oleh  Pemerintah  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri 
atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-
masing. 

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberian  bantuan 
biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)   diatur dengan peraturan 
kepala daerah. 

 
Pasal 29 

(1) Beasiswa   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   27 
mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang 
harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi 
peserta didik. 

(2) Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemberian  beasiswa 
oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri 
Agama sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemberian  beasiswa 
oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 27 diatur  dengan 
peraturan kepala daerah. 

 
Pasal 30 

(1) Satuan     pendidikan     yang     diselenggarakan     oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya 
nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. 

(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya 
nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan  
pendidikan  dilarang  memungut  biaya  tersebut dari 
peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. 

(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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 Bagian Keenam 
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri 

 
Pasal 31 

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola 
oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
BAB III 

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH 
PENYELENGGARA  ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG 

DIDIRIKAN MASYARAKAT 
 

Bagian Kesatu 
Biaya Investasi Satuan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan Pendidikan 
 

Pasal 32 
(1) Lahan  untuk  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan 

oleh   penyelenggara   atau   satuan   pendidikan   yang 
didirikan masyarakat  harus memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan. 

(2) Pendanaan    biaya    investasi    untuk    lahan    satuan 
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab 
penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

(3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan 
yang didirikan masyarakat  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar 
Nasional Pendidikan. 

(4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan 
pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan 
investasi untuk lahan satuan dan/atau program 
pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan masyarakat. 

 
Pasal 33 

(1) Pendanaan  tambahan  di  atas  biaya  investasi  lahan 
satuan      pendidikan      yang      diperlukan      untuk 
mengembangkan  satuan  pendidikan  yang 
diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 
bersumber dari: 
a.  penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat; 
b.  orang tua atau wali peserta didik; 
c.  masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik; 
d.  Pemerintah; 
e.  pemerintah daerah; 
f.    pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g.  sumber lain yang sah.
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 (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 
Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala 
daerah. 

(4) Investasi    lahan    untuk    satuan    pendidikan    yang 
diselenggarakan masyarakat  dan dikembangkan menjadi 
bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan 
lokal   harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 
kerja   tahunan   yang   merupakan   pelaksanaan   dari 
rencana strategis satuan pendidikan. 

 

 
 

Paragraf 2 
Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan 

 
Pasal 34 

(1) Investasi  selain  lahan  untuk  satuan  pendidikan  yang 
diselenggarakan oleh masyarakat   harus memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan. 

(2) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik 
formal maupun nonformal, yang diselenggarakan 
masyarakat,  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara 
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 

(3) Tanggung  jawab  pendanaan  oleh  penyelenggara  atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sampai dengan 
terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. 

(4) Pendanaan  biaya  investasi  selain  lahan  untuk  satuan 
pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, 
baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan 
masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama 
penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  yang 
bersangkutan dan masyarakat. 

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan 
pendidikan,    dan    pihak    asing    dapat    membantu 
pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan 
dan/atau  program  pendidikan  formal  dan  nonformal 
yang diselenggarakan masyarakat. 

 
Pasal 35 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan 
yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program    
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat    
menjadi  bertaraf  internasional  dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: 

a.  penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; 
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 b.  orang tua atau wali peserta didik; 
c.  masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik; 
d.  Pemerintah; 
e.  pemerintah daerah; 
f.  pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g.  sumber lain yang sah. 

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur 
dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama 
sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala 
daerah. 

(4) Investasi  selain  lahan  untuk  satuan  pendidikan  yang 
diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi 
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan 
lokal   harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 
kerja   tahunan   yang   merupakan   pelaksanaan   dari 
rencana strategis satuan pendidikan. 

 
Bagian Kedua 

Biaya Investasi Penyelenggaraan  dan/atau 
Pengelolaan Pendidikan 

 
Paragraf 1 

Biaya Investasi Lahan 
 

Pasal 36 
Pendanaan  investasi untuk  lahan  kantor  penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan  pendidikan oleh masyarakat menjadi 
tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Investasi Selain Lahan 
 

Pasal 37 
Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh 
masyarakat  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara  atau 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 
Bagian Ketiga 

Biaya Operasi Satuan Pendidikan 
 

Paragraf 1 
Biaya Personalia 

 
Pasal 38 

(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun 
nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 
menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara  atau  satuan



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 
mencakup: 
a.  gaji pokok; 
b.  tunjangan yang melekat pada gaji; 
c.  tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan 
d.  maslahat tambahan bagi guru dan dosen. 

(2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada    ayat (1) 
diatur  dalam  perjanjian  kerja  antara  penyelenggara atau   
satuan   pendidikan   yang   didirikan   masyarakat dengan 
masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau 
kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan 
pendidik/ tenaga kependidikan. 

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan 
pendidikan,  dan  pihak  asing  dapat  membantu pendanaan  
biaya  personalia  pada  satuan  pendidikan, 
baik  formal maupun nonformal,  yang  diselenggarakan 
masyarakat. 

 
Pasal 39 

(1) Pendanaan  tambahan  di  atas  biaya  personalia  yang 
diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat   menjadi 
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, 
dapat bersumber dari: 
a.  penyelenggara    atau    satuan    pendidikan    yang 

didirikan masyarakat; 
b.  orang tua atau wali peserta didik; 
c.  masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik; 
d.  Pemerintah; 
e.  pemerintah daerah; 
f.   pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g.  sumber lain yang sah. 

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 
Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah. 

(4) Biaya       personalia       satuan       pendidikan       yang 
diselenggarakan masyarakat  dan dikembangkan menjadi bertaraf  internasional  
dan/atau  berbasis  keunggulan lokal   harus merupakan bagian integral dari 
anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja   tahunan   
yang   merupakan   pelaksanaan   dari rencana strategis satuan pendidikan. 
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 Paragraf 2 
Biaya Nonpersonalia 

 
Pasal 40 

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang 
diselenggarakan  oleh  masyarakat    menjadi  tanggung 
jawab  Pemerintah  dan  dialokasikan  dalam  anggaran 
Pemerintah. 

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang 
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan 
dalam anggaran pemerintah daerah. 

(3) Tanggung   jawab   pendanaan   oleh   Pemerintah   dan 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya 
Standar Nasional Pendidikan. 

(4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, 
menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara 
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  dan 
peserta didik atau orang tua/walinya. 

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak 
asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia 
satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara 
atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. 

(6) Pendanaan  biaya  nonpersonalia  penyelenggara  atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: 
a.  Pemerintah; 
b.  pemerintah daerah; 
c.  pemangku  kepentingan  satuan  pendidikan  di  luar 

peserta didik atau orang tua/walinya; 
d.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
e.  sumber lainnya yang sah. 

 
Pasal 41 

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang 
diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan masyarakat     menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat 
bersumber dari: 
a.  penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan 

masyarakat; 
b.  Pemerintah; 
c.  pemerintah daerah; 
d.  peserta didik atau orang tua/walinya; 
e.  pemangku  kepentingan  di  luar  peserta  didik  atau 

orang tua/walinya; 
f.   bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

g.  sumber lainnya yang sah. 



 

57 

 

 

 (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan 
Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai 
kewenangan masing-masing. 

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah 
daerah  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf  c 
diatur    dengan    peraturan    kepala    daerah    sesuai 
kewenangannya. 

(4) Biaya     nonpersonalia     satuan     pendidikan     yang 
diselenggarakan masyarakat   dan dikembangkan untuk 
bertaraf  internasional  dan/atau  berbasis  keunggulan 
lokal   harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana 
kerja   tahunan   yang   merupakan   pelaksanaan   dari 
rencana strategis satuan pendidikan. 

 
Bagian Keempat 

Biaya Operasi Penyelenggaraan  dan/atau 
Pengelolaan Pendidikan 

 

 
 

Paragraf 1 
Biaya Personalia 

 
Pasal 42 

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung 
jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Biaya Nonpersonalia 
 

Pasal 43 
Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat   menjadi 
tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

 
Bagian Kelima 

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa 

 
Pasal 44 

(1) Penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  yang  didirikan 
masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau 
beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya 
yang tidak mampu membiayai pendidikannya. 

(2) Penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  yang  didirikan 
masyarakat  dapat  memberi  beasiswa  kepada  peserta 

didik yang berprestasi. 
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 (3) Pendanaan  bantuan  biaya  pendidikan  dan  beasiswa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
bersumber dari: 
a.  penyelenggara    atau    satuan    pendidikan    yang 

didirikan masyarakat; 
b.  Pemerintah; 
c.  pemerintah daerah; 
d.  orang tua/wali peserta didik; 
e.  pemangku  kepentingan  di  luar  peserta  didik  dan 

orang tua/walinya; 
f.   bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g.  sumber lainnya yang sah. 

 
Pasal 45 

(1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal  44  mencakup  sebagian  atau 
seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta 
didik, termasuk biaya personal. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya 
pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan 
penyelenggara atau satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 46 

Satuan  pendidikan pelaksana  program  wajib  belajar  yang 
diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan 
menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan 
lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

 
BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN 
OLEH MASYARAKAT  DI LUAR 

PENYELENGGARA  DAN SATUAN PENDIDIKAN 
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT 

 
Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, 
dan/atau Wali Peserta Didik 

 
Pasal 47 

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik 
bertanggung jawab atas: 
a.  biaya pribadi peserta didik; 
b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan 

pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik 
formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk 
menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh 
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; 

c.  pendanaan  biaya  personalia  pada  satuan  pendidikan 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun  nonformal,  yang  diperlukan  untuk  menutupi
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 kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara 
dan/atau satuan pendidikan; 

 
d.  pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan 

bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi 
kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara 
dan/atau satuan pendidikan; dan 

e.  pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau 
sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang 
diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan 
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal. 

 
Pasal 48 

Tanggung  jawab  peserta  didik,  orang  tua,  dan/atau  wali 
peserta  didik  dalam  pendanaan  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan 

untuk: 
a.   menutupi  kekurangan  pendanaan  satuan  pendidikan 

dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan 
b.   mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di 

atas Standar Nasional Pendidikan. 
 

Bagian Kedua 
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di 
luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan 
masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya 

 
Pasal 49 

(1)  Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan 
yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang 
tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan 
secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada 
satuan pendidikan. 

(2)  Sumbangan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara 
transparan kepada pemangku kepentingan satuan 
pendidikan. 

(3)  Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan 
pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan 
ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara 
transparan di media cetak berskala nasional, dan 
dilaporkan  kepada  Menteri  apabila  jumlahnya  lebih 
besar   dari   jumlah   tertentu   yang   ditetapkan   oleh 
Menteri. 

 
BAB V 

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN 
 

Pasal 50 
(1)  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, 
kecukupan, dan keberlanjutan. 
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 (2)  Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) 
berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

(3)  Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk 
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan. 

(4)  Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)   berarti   bahwa   pendanaan   pendidikan   dapat 
digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan 
layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan. 

 
Pasal 51 

(1) Pendanaan  pendidikan  bersumber  dari  Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 

(2)  Dana   pendidikan   pemerintah   daerah   sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: 
a.  anggaran Pemerintah; 
b.  anggaran pemerintah daerah; 
c.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
d.  sumber lain yang sah. 

(3)  Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan 
yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: 
a.  pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat; 
b.  bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau 

orang tua/ walinya; 
c.  bantuan Pemerintah; 
d.  bantuan pemerintah daerah; 
e.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 
f.  hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; 

dan/atau 
g.  sumber lainnya yang sah. 

(4)  Dana       pendidikan       satuan       pendidikan       yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: 
a.  anggaran Pemerintah; 
b.  bantuan pemerintah daerah; 
c.  pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya 

yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- 
undangan; 

d. bantuan   dari   pemangku   kepentingan   satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang 
tua/walinya; 

e.  bantuan  dari  pihak  asing  yang  tidak  mengikat; 
dan/atau 

f.  sumber lainnya yang sah. 
(5) Dana      pendidikan      satuan      pendidikan      yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber 
dari: 
a.  bantuan pemerintah daerah; 

b.  bantuan Pemerintah; 
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 pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan; 

d. bantuan   dari   pemangku   kepentingan   satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang 
tua/walinya; 

e.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
f.  sumber lainnya yang sah. 

(6) Dana      pendidikan      satuan      pendidikan      yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat  dapat bersumber 
dari: 
a.  bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan 

yang bersangkutan; 
b.  bantuan dari Pemerintah; 
c.  bantuan dari pemerintah daerah; 
d.  pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya 

yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- 
undangan; 

e. bantuan   dari   pemangku   kepentingan   satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang 
tua/walinya; 

f.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g.  sumber lainnya yang sah. 

 
Pasal 52 

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi 
tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) 
huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a.   didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi 

yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, 
rencana  kerja tahunan,  serta anggaran tahunan  yang 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 

b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan 
kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; 

c.   dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama 
satuan pendidikan; 

d.   dana  yang  diperoleh  dibukukan  secara  khusus  oleh 
satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari 
penyelenggara satuan pendidikan; 

e.   tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya 
yang tidak mampu secara ekonomis; 

f.   menerapkan  sistem  subsidi  silang  yang  diatur  sendiri 
oleh satuan pendidikan; 

g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 

h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk 
penerimaan   peserta   didik,   penilaian   hasil   belajar 

peserta  didik,  dan/atau  kelulusan  peserta  didik  dari satuan pendidikan; 
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 i.    sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total 
dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya 
digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; 

j.   tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk kesejahteraan anggota komite 
sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku 
kepentingan satuan pendidikan; 

k.   pengumpulan,   penyimpanan,   dan   penggunaan   dana 
diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, 
apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh Menteri; 

l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana 
dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara 
transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan 
terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara 
satuan pendidikan; dan 

m. sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang- 
undangan. 

 
Pasal 53 

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing- 
masing,  dapat  membatalkan  pungutan  sebagaimana 
dimaksud dalam        Pasal 52 apabila melanggar peraturan 
perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. 

 

 
 

Pasal 54 
Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran 
melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan 
investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran 
tahun berikutnya. 

 
Pasal 55 

(1)  Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan 
sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat 
kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang 
telah diatur dalam Pasal 52. 

(2)  Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan 
pendidikan  yang  bersumber  dari  peserta  didik  atau 
orang   tua/walinya,   diaudit   oleh   akuntan   publik, 
diumumkan secara transparan di media cetak berskala 
nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya 
lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

 
Pasal 56 

(1)  Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, 
ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang 

atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau 
Menteri Agama, dan Menteri Keuangan. 

 
Pasal 57 

(1)  Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan. (2)  
Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  terdiri  atas  pokok  dana  pengembangan  dan  hasil 
pengelolaan pokok dana pengembangan. 

(3)  Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari: 
a.  bantuan Pemerintah; 
b.  bantuan pemerintah daerah; 
c.  bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang 

tua/walinya; 
d.  sebagian    dana    peningkatan    mutu    pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i; 
e.  bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
f.   sumber lain yang sah. 

(4)  Pokok   dana   pengembangan   tidak   boleh   digunakan 
kecuali jika: 
a. pengelolaan   dana   pengembangan   mengalami 

kerugian; 
b. dana      pengembangan      digunakan      untuk 

menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika 
mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada 
kepailitan; atau 

c.  digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan 
ketika terkena bencana. 

(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat 
digunakan untuk: 
a.  pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi 

satuan pendidikan; 
b.  bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang 

tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau 
c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 

(6) Pokok  dan  hasil  dana  pengembangan  tidak  boleh 
digunakan untuk: 
a.  dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun 

tidak langsung; dan/atau 
b.  dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak 

langsung. 
(7) Dana  pengembangan  dikelola  berdasarkan  prinsip 

transparansi dan    akuntabilitas dan tidak boleh 
diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau 
melanggar peraturan perundang-undangan. 

(8)  Dana  pengembangan disimpan  dalam  rekening  khusus 
dana pengembangan atas nama satuan pendidikan. 

(9)  Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain. 
(10) Dana   pengembangan   dipertanggungjawabkan   oleh pemimpin satuan 
pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan 
sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan. 

 
BAB VI PENGELOLAAN  DANA 

PENDIDIKAN 
 

Bagian Kesatu 
Prinsip 

 
Pasal 58 

Prinsip  dalam  pengelolaan  dana  pendidikan  oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang 
didirikan oleh masyarakat terdiri atas: 
a.  prinsip umum; dan 
b.  prinsip khusus. 

 
Paragraf 1 

Prinsip Umum 
 

Pasal 59 
(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 

a  adalah: 
a.  prinsip keadilan; 
b.  prinsip efisiensi; 
c.  prinsip transparansi; dan 
d.  prinsip akuntabilitas publik. 

(2)  Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan 
pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta 
didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar 
belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan 
atau status sosial-ekonomi. 

(3)  Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) 
huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, 
relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. 

(4)  Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan 
tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan 
satuan pendidikan sehingga: 
a.  dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, 

dan    menghasilkan    opini    audit    wajar    tanpa 
perkecualian; dan 

b.  dapat   dipertanggungjawabkan   secara   transparan 
kepada pemangku kepentingan pendidikan. 

(5)  Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan 
oleh penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  kepada pemangku kepentingan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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 Paragraf 2 
Prinsip Khusus 

 
Pasal 60 

(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan 
pemerintah  daerah  dilaksanakan  sesuai  dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)  Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara 
atau satuan pendidikan yang bersangkutan. 

(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan 
satuan pendidikan. 

 
Pasal 61 

(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai 
sistem anggaran Pemerintah. 

(2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola 
sesuai sistem anggaran daerah. 

(3)  Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh   Pemerintah   dikelola   sesuai   sistem   anggaran 
Pemerintah. 

(4)  Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran 
daerah. 

 
Pasal 62 

(1)  Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur 
dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga 
penyelenggara     atau     satuan     pendidikan     yang 
bersangkutan. 

(2)  Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan 
yang didirikan masyarakat untuk: 
a.  biaya investasi pada satuan pendidikan; 
b.  biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau 
c.  bantuan  kepada  satuan  pendidikan  dalam  bentuk 

hibah   untuk   mendukung   biaya   operasi   satuan 
pendidikan. 

(3)  Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau 
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  disimpan 
dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan 
yang bersangkutan. 

(4)  Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur 
dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga 
penyelenggara  atau  satuan  pendidikan  yang 
bersangkutan  dan  disimpan  di  dalam  rekening 
bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin
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 ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 63 

(1) Penerimaan  dana  pendidikan  yang  bersumber  dari 
masyarakat  oleh  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana  pendidikan  pada  satuan  pendidikan  bukan 
penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah  yang  belum 
berbadan  hukum  dikelola  dengan menggunakan  pola  
Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum. 

 
Bagian Kedua 
Perencanaan 

 
Pasal 64 

Perencanaan  anggaran  pendidikan  oleh  Pemerintah  harus 
sejalan dengan: 
a.   rencana pembangunan jangka panjang; 
b.   rencana pembangunan jangka menengah; 
c.   rencana kerja Pemerintah; dan 
d.   rencana strategis pendidikan nasional. 

 
Pasal 65 

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah 
harus sejalan dengan: 
a.   rencana pembangunan jangka panjang; 
b.   rencana pembangunan jangka menengah; 
c.   rencana kerja Pemerintah; 
d.   rencana strategis pendidikan nasional; dan 
e.   rencana strategis daerah. 

 
Pasal 66 

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan 
tinggi harus sejalan dengan: 
a.   rencana pembangunan jangka panjang; 
b.   rencana pembangunan jangka menengah; 
c.   rencana kerja Pemerintah; 
d.   rencana strategis pendidikan nasional; 
e.   rencana strategis satuan pendidikan; dan f.   
rencana kerja tahunan satuan pendidikan. 

 
Pasal 67 

(1) Rencana  tahunan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana 
pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana 
kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Rencana  tahunan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana 
pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 
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 (3) Rencana  tahunan  penerimaan  dan  pengeluaran  dana 
pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam 
rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan 
 

Pasal 68 
(1) Penggunaan     dana     pendidikan     oleh     Pemerintah 

dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penggunaan  dana  pendidikan oleh pemerintah  daerah 
dilaksanakan   melalui   sistem   anggaran   pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

 
Pasal 69 

(1) Penggunaan  dana  pendidikan  oleh  satuan  pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan 
melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penggunaan  dana  pendidikan  oleh  satuan  pendidikan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan   
melalui   sistem   anggaran   pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Penggunaan  dana  pendidikan  oleh  satuan  pendidikan 
dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara 
atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 70 

(1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan 
Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar 
akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah. 

(2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh 
satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri 
atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing- masing, 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan 
Pemerintah  oleh  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri 
Agama sesuai kewenangan masing- masing, dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 71 

(1)  Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan 
pemerintah  daerah  dibukukan  dan  dilaporkan  sesuai 
standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah 

daerah. 
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 (2)  Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan 
pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan 
kepada   kepala   daerah   sesuai   dengan   ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)  Pelaporan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) 
dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) 
hari kalender. 

 
Pasal 72 

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan 
pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi 
keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan. 

 
Pasal 73 

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi 
penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 
72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

 
Bagian Keempat 

Pengawasan dan Pemeriksaan 
 

Pasal 74 
(1) Pengawasan    penerimaan    dan    penggunaan    dana 

pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan    penerimaan    dan    penggunaan    dana 
pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 75 

(1) Pengawasan    penerimaan    dan    penggunaan    dana 
pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan    penerimaan    dan    penggunaan    dana 
pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 76 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam 
rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan 

perundang-undangan. 
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 Pasal 77 
 
 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan 
pendidikan   yang   diselenggarakan   oleh   pemerintah 
daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam 
rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 78 

(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran 
rumah  tangga  penyelenggara  atau  satuan  pendidikan 
yang bersangkutan. 

(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam 
rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban 
 

 
 

Pasal 79 
(1) Dana  pendidikan  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana    pendidikan    pada    satuan    pendidikan    yang 
diselenggarakan   oleh   Pemerintah   dan   pemerintah 
daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dana    pendidikan    pada    satuan    pendidikan    yang 
diselenggarakan  oleh  masyarakat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan   perundang-undangan   dan   anggaran   dasar 
serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang bersangkutan. 

 
BAB VII PENGALOKASIAN DANA 

PENDIDIKAN 

 
Pasal 80 

(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan 
pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara setiap tahun anggaran sekurang- 
kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari 
belanja negara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
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 Pasal 81 
 
 

(1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan 
pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang- 
kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari 
belanja daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan. 

 
Pasal 82 

(1) Dana  pendidikan  dari  Pemerintah  diberikan  kepada 
pemerintah daerah dalam bentuk hibah. 

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak termasuk: 
a.  dana dekonsentrasi; 
b.  dana tugas pembantuan; dan 
c.  dana alokasi khusus bidang pendidikan. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri 
Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah. 

 
Pasal 83 

(1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah   diberikan   kepada  satuan  pendidikan   dalam 
bentuk   hibah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam    proses    penyaluran    dana    pendidikan    dari 
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan 
pendidikan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1), 
petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam 
penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut 
secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat 
perintah      membayar      dari      kantor      pelayanan 
perbendaharaan    negara    atau    kantor    pelayanan 
perbendaharaan daerah. 

(3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan 
pendidikan. 

 
Pasal 84 

Penerima  hibah  dari  perseorangan,  lembaga,  dan/atau 
pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang 
diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri 
Agama, dan Menteri Keuangan. 

 
BAB VIII KETENTUAN 

PERALIHAN 
 

Pasal 85 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan 
perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih 
tetap   berlaku   sepanjang   tidak   bertentangan   dengan
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Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini. 

 
BAB IX KETENTUAN 

PENUTUP 
 

Pasal 86 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan 
mengenai pembiayaan  dalam Bab IX Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan 
Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1990  tentang  Pendidikan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  3413),  Bab  XIII  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 
1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 
tentang  Pendidikan  Tinggi  (Lembaran  Negara   Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
Pasal 87 

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan 
Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 
(satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan 
Pemerintah ini. 

 
Pasal 88 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juli 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

ANDI MATTALATTA 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2008 NOMOR 91
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